BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.  Peran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Koperasi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan
pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri dilakukan
dengan mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hukum,

diantaranya:

a.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008

tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

b.  Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016
tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

c. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

357/Kep/HKk/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja
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Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa

Tenggara Timur Ke Luar Negeri.

d. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
358/Kep/Hk/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga
Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke

Luar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

e.  Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
24/Kep/Hk/2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia dan
Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

f. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

189/Kep/Hk/2019 tentang Pembentukkan Kelompok Kerja.

Kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
357/kep/hk/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran
Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur ke Luar
Negeri, belum menjadi solusi yang tepat dalam menangani pengiriman Pekerja

Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Kebijakan hukum ke depannya
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harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana berupa pembangunan Balai
Latihan Kerja Luar Negeri baik oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai
kantor pusat atau cabang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta sebagai
salah satu faktor pendukung penanganan dan pencegahan pengiriman Pekerja

Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Sebaiknya calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
mengikuti prosedur sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah dan lebih
selektif dalam memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

sebagai penyalur ke luar negeri.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas
Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengoptimalisasikan peran
Layanan Terpadu Satu Atap sebagai pusat untuk mewujudkan pelayanan dan
perlindungan yang efisien, transparan dan mempercepat peningkatan kualitas
Pekerja Migan Indonesia serta peningkatan kordinasi dan kemitraan dengan

instansi atau lembaga baik itu pemerintah maupun swasta terkait.
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Sebaiknya Unit Pelayanan Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kupang melakukan peningkatan sosialisasi tentang prosedur bekerja di luar
daerah maupun luar negeri yang baik dan benar, serta mengoptimalkan fungsi

pengawasan dan pencegahan di pintu masuk maupun keluar.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun
sebuah kebijakan hukum lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sarana dan
prasarana berupa pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebagai salah
satu langkah pencegahan dan penanganan pengiriman Pekerja Migran Indonesia
secara ilegal ke luar negeri serta meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia

asal Nusa Tenggara Timur.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan
lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk menyerap tenaga kerja asal
Provinsi Nusa Tenggara Timur disertai dengan kebijakan dan program pelatihan
untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja

sesuai dengan jenjang dan kualifikasi tertentu.
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